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KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH Kl1 USUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 77 TAIIUN 2021 

TENTANG 

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISAS1 KALI SUNTI,.;R 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA1+:SA 

GUBERNUR DAF,RAII KHUSUSIBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1715 Tahun 
2019, telah ditetapkan lokasi untuk pembangunan normalisasi 
Kali Sunter dan telah beralchir inasa berlakunva; 

b. bahwa dengan telah berakhirnya masa berluku Keputusan 
Gubernur sebagaimana dimaksud dalum huruf a dan pelaksanuan 
pengadaan tanah belum dapat diselesaikan secara keseluruhan, 
maka sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 71 
Tahun 2012, dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pengaclaan 
tanah perlu ditelapkan kembali dengan melakukan proses ulang 
terhaclap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana clinmksucl clalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Glibernui- 
tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Normalisasi Kali 
Sunter; 

Mengingat 	: 1. Unclang-Unclang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Inclonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Unclang Nomor 2 Tahtm 2012 tentang Pengaclaan Tanali 
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negura 
Republik 1ndonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik In(Ionesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 
5587) sebagaitnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Ta.hun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahlill 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5(79); 



4. Unclang-Unclang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AcIministrasi 
Pernerintahan (Leinbaran Negara Republik Incionesia Taltutt 2014 
Nomor 292, Tainbahan Lembaran Negara Republik Inclonesia 
Nomor 5601); 

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Talum '2.012 tentang Penyeleriggaramt 
Pengadaan Tanali bagi. Pembangunan untuk lepentingan Unitan 
(Lembaran Negara Republik In(Ionesia Tahun 2012 Nomor 156) 
sebagaimana telah beberapa kali cliubah terakhir clengan Peraturan 
Presiden Nomor 148 Talum 2015 tentang, Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan l'anah bagi Pc-inbangtimin untuk lepentingan Umum 
(Lembaran Negara Repitblik Inclonesia Taliun 2015 Nomor 3(.6); 

6. Peraturan Gubernur Nomor 82 Talutii 2017 tentang Pecloinan 
Pengaclaan Tanah bagi Peinbangunan untuk Kepentingan Unium 
(Berita Daerah Provinsi Daerah KI i itsus Ibukota. Jakarta Tahun 
2017 Nomor 73007); 

1VIEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PE;NETAPAN LOKASI UNTUK 
PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI SUNTER. 

IKEsATu 	Menetapkan lokasi untuk pembangunan normalisasi KLtIi Sunter yang 
inelewati Ke..lurahan Cipinang Muara, Keeamatan ,latinegara, Keltualliin 
Cipinang Melayu, Kelurahan Hulini Perckmakustima, Kecainatan 
Makasar, Kelurahan Pondok Bambu, lecainatan Duren 
Kelurahan Lttbang Buaya, Kelurahan Setu, Kelurahan Cilatigkap, 
Kelurahan Pondok Rangon,1<ecamatan Cipayung, Kota Achninistrasi 
Jakarta Timur dengan lebar 20 m ((Iua pulith ineter), 25 in ((Iua pullth 
lima meter), 35 ni (tiga 	1iina ineter) clan lebur jalan inspeksi in 
(enam meter), 18 in (ddapun belas meter), 15 in (lima belas ineter), 	in 
(sepulult meter), 12 in (clua belas meter), 7,5 in (tujuh koma lima ineter) 
sesuai peta Nomor 123/T/PPSR/1)CKTRP/X11/ 2020 sebagainiana 
tercantuni dalain Lainpiran yang inerupakan Xigittii ticlttk terpisahkan 
darilKeputusan Guberitur ini. 

KEDUA 	Dalam rangka norrnalisasi Kali Sunter sebagaimana climaksucl dttltttii 
clikturn IKESATU, IKepala Dinas Sumber Daya Air Piovitisi Daerali 
Khusus lbukota Jakarta melaksanakan pc_-ngaduall tanali termasuk 
pengosongan bangunan, hunian dan bencla-bencla lain pada lokasi 
pereneanaan pembangunan serta mengamankan baik sec'ara 
langsung maupun ticlak langsting. 

KET1GA 	: Penetapan 	sebagaimana diniakst_id dalant cliktum KESATU 
berlakutmtuk jangka waktu 2 ((Iua) tL.tIlLIli , clan daput diperpanjang 
1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) 

KEEMPAT 	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerali Khusus I bukom 
Jakarta mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk 
normalisasi Kali Sunter sebagaimana climaksucl 	cliktuni 
1<.1-!-T,SATU selaina 7 (tujitli) hari kerja. 

KELIMA 	Apabila pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana climaksucl 
cIalam diktuntlE4:DUA 	selesai„ Kepala Dinas Sumber Daya Air 
Provinsi Daerah Klutsus Ibukota ,lakarta hartis inenyampaikan hasil 
pelaksanaan pengadautt tanah berikut dokumen kepemilikannya 
untuk clicatat dan clibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepacla Kepala Backm Pengelolaan 
Aset Daerall Provinsi Daerah .Kliusus lbukota ,Jakarta, serti 
melaporkan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
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KEENAIVI 	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukont 
Jakarta agar berkoordinasi clengan Kepala Dinas Cipta 	Tata 
Ruang clan Pe.rtanahan Provinsi Daerah liltusus IbulKota Jakarta, 
KrpulLt Dinas Pertanarnan Modal ckm Pelay;inan. Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Daerall Kitustts Ibukota Jakarta serta Walikota Jakarta 
Timur apabila pacia lokasi sebagannana climaksud clalarn cliktum. 
IKESATU terdapat kewajibatt dalarn Stirat Izin PenunjulKan Penggunuan 
Tanah (SIPPT)/Izin Priiisip Pernantaatan I:uang (11PR). 

KETUJUH 	Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanalt sebagunnana 
dimaksud dalam 	 clibebarikan pada Anw:_Y,artit Penckuxitan 
dan Belanja Daerah (AP13D) melalui Dokurnen Pelaksanaan Angganm 
(DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerahl<husus lbitkott Jakarta. 

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pacla tanggal ditetapkan. 

• 

TembuSall: 

1. Wakil Gubernur Provinsi D1s1Jaka1ta 
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup 

Sekda Provinsi DK1Jakarta 
4. Plt. Asisten Pemerintahan Sekcla Provinsi DK1 Jakarta 
5. Plt. Inspektur Provinsi DK1Jakarta 
6. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi DK1 Jakarta 
7. Kepala Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah Provinsi DK1Jakarta 
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DK1Jakarta 
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

1.0. Walikota Jakarta Timur 
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 

Provinsi .DK1Jaka1ta 
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi 1)151Jakarta 
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hiclup 

Setcla Provinsi DKI Jakarta 
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta 
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur 
17. Camat Jatinegara 
18. Camat Makasar 
19. Camat Duren Sawit 
20. Camat Cipayung 
21. Lurah Cipinang Muara 
22, Lurah Cipinang Melayu 
23. Lurah Halim Perdanakusuma 
24, Lurah Pondok Bambu 
25. Lurah Lubang Buaya 
26. Lurah Setu 
27. Lurah Cilangkap 
28. Lurah Pondok Rangon 
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